
 
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN 

NOMOR   10  TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

 BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN 
KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 
Menimbang : a. bahwa pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan 

yang berkelanjutan  merupakan suatu keharusan untuk 
memenuhi kebutuhan pangan, papan dan bahan baku 
industri, memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha, 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani, 
pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah 
ikan dan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, 
mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di 
pedesaan, meningkatkan pendapatan nasional, serta 
menjaga kelestarian lingkungan; 
 

 b. bahwa untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, 
perikanan dan kehutanan diperlukan sumberdaya manusia 
yang berkualitas, handal serta berkemampuan manajerial, 
kewirausahaan, dan organisasi bisnis sehingga pelaku 
pembangunan pertanian, perikanan, kehutanan dan 
ketahanan pangan mampu membangun usaha dari hulu 
sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu 
berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan 
hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan; 
 

 c. bahwa kegiatan penyuluhan sebagai sarana pembelajaran 
penting dilakukan, agar para pelaku utama dan pelaku usaha 
memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola 
dan memanfaatkan sumber daya alam secara efektif dan 
efisien; 
 

 d. bahwa dalam rangka meningkatkan produktifitas, efektifitas 
usaha peningkatan pendapatan, kesejahteraan serta 
kesadaran tentang pentingnya pelestarian fungsi lingkungan 
hidup bagi pelaku utama dan pelaku usaha di bidang 
pertanian, perikanan, dan kehutanan, maka diperlukan 
adanya kelembagaan sebagai wadah penyelenggaraan dan 
pembinaan tenaga penyuluhan; 
 

 e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Badan Koordinasi Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera 
Selatan;  
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan   Daerah   Tingkat   1   Sumatera    Selatan 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1814); 

 

 2. Undang-Undang Nomor  6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1967 Nomor 
10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2824) ; 

 

 
 

3. Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3890) ; 
 

 4. Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3419) ; 
 

 5. Undang-Undang Nomor  12 Tahun 1992 tentang Sistem 
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  3478) ; 
 

 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 
99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3656) ;   
 

 

 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor  
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang  Nomor 19 Tahun  2004 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 
 

 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang - undangan  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4389); 
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 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4411); 
 

 10. Undang-Undang Nomor  31 Tahun 2004 tentang Perikanan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor   4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang – 
Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 
 

 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4437), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor  12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor  59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor  4844); 
 

 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4438) ;. 
 

 13. Undang-Undang Nomor  16 Tahun 2006 tentang Sistem 
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4660); 
 

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 
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 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor  82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4737) ;   
 

 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 

 18.

19. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah ; 
 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 
Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah 
Tahun 2010 Nomor 4  Seri D);  

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 

dan  
 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
 

MEMUTUSKAN:  
 

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN KOORDINASI 
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN 
PROVINSI SUMATERA SELATAN. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. 

2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan. 
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3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah  Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.  

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan.  

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi 
Sumatera Selatan.  

7. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan yang selanjutnya disebut Badan Koordinasi 
Penyuluhan adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan 

8. Sekretariat  Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut 
Sekretariat  Badan Koordinasi Penyuluhan adalah Sekretariat 
Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. 

  9.  Sistem   Penyuluhan  Pertanian,  Perikanan dan Kehutanan  
yang  selanjutnya disebut Sistem Penyuluhan adalah seluruh 
rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan dan 
keterampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha 
melalui penyuluhan.  

10. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang 
selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran 
bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan 
mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam 
mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan 
sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan 
produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan 
kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam 
pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

11. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, 
perkebunan  dan peternakan yang selanjutnya disebut 
pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, 
usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang 
pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem 
yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, 
modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan 
manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. 

12.   Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan 
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan 
lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, 
produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang 
dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 


